PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah
yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah
yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;

b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001
tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama
Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan
Bermotor, dan peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16
Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air permukaan, perlu disesuaikan dengan
Undang-Undang dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur tentang Pajak Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan
Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali
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terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5§ Tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun1997
tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4189);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

7. Undang-Undarlg Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerihtah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim 2



11.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara
Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

14.Peraturan Daetah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005
tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 5 Seri E);

15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Ndmor 4 Seri E);

16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007
tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan
di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun
2007 Nomor 6 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Menetapkan

dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
Dinas adalah Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

o &~ b

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa
Timur.

6. Pemerintah Kebupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota
di Jawa Timur.
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7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan
untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau
organisasi yang sejenis lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk
badan lainnya termasuk kontrak investasi, kolektif dan bentuk
usaha tetap.

9. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB,
adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan
bermotor.

10.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan
digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya
energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak
melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang
dioperasikan di air.

11.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah pajak latas penyerahan hak milik kendaraan
bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan
sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar
menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan
usaha.

12.Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NJKB,
adalah nilai jual kendaraan bermotor yang diperoleh berdasarkan
Harga Pasaran Umum atas suatu kendaraan bermotor,
sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan
Bermotor yang berlaku.

13.Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan bermotor
yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran.

14.Jenis Kendaraan Bermotor adalah Sepeda Motor, mobil
penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat
besar.
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15.Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif tingkat
kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan
kendaraan bermotor.

16.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya
disingkat PBBKB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar
kendaraan bermotor.

17.Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan
bakar cair, gas dan padat yang digunakan untuk kendaraan
bermotor.

18.Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen
dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk
dijual maupun untuk digunakan sendiri.

19.Wajib Pungut yang selanjutnya disingkat WAPU adalah penyedia
bahan bakar kendaraan bermotor.

20.Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah
pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

21.Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan
tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di
darat.

22.Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut
oleh Pemerintah.

23.Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan
pajak.

24 Waijib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai
hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangundangan perpajakan daerah.

25.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur paling
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib
Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang
terutang.

26. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali
bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

27.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu
saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian
Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah,

28.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya
pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada
wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
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